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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia pada umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa 

bantuan manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia 

adalah makhluks sosial yang tidak dapat hidup sendiri.
1
 Pada dasarnya manusia 

tidak pernah terlepas dari transaksi atau proses jual beli. 

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala 

bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai tujuan 

pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan merata, di mana hasil-hasil 

materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati 

merata oleh seluruh bangsa, dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-

hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan. 

Melalui internet, jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini 

digunakan oleh berjuta-juta orang  yang  tersebar di segala penjuru dunia. Internet 

membantu  mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan 

melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan mudah, 

cepat dan murah. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan 

                                                 
1
Ahma M. Ramli , Cyber Law dan HAKI dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Jakarta: 

Radika Aditama, 2004, hlm. 1. 
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informasiyang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang. Proses 

pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet, hampir semua barangdapat 

menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan 

media yang paling efektif saat ini.Penggunaan internet sebagai media perdagangan 

terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat 

yang didapat oleh perusahaan rintisan (startup) ataupun konsumen dengan 

melakukan transaksi atau perjanjian melalui internet. 

Banyak cara yang dilakukan dalam proses transaksi, dikarenakan semakin 

berkembang teknologi dikalangan masyarakat. Teknologi sendiri berasal dari 

bahasa Yunani, technologia  yang artinya pembahasan sistematis tentang seluruh 

seni dan kerajinan (systematic treatment of the arts and crafts). Perkataan tersebut 

mempunyai aka kata techne dan logos (perkataan atau pembicaraan). Akar kata 

techne pada Zaman Yunani Kuno berarti seni (art) dan kerajinan (craft). Dari hal 

tersebut maka pada Zaman Yunani, teknologi diartikan sebagai seni memproduksi 

alat-alat produksi dan menggunakannya.
2
 

Dari definisi di atas, ada beberapa segi atau aspek yang perlu diperhatikan 

dalam teknologi, yaitu:
3
 

                                                 
2
Agus Raharjo, CYBERCRIME Pemaham dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11. 
3
Ibid., hlm. 13. 
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a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua 

tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau 

perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya. 

b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang 

mencakupi perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri 

atau perusahaan. 

c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak 

berwujud.
4
 

Perkembangan teknologi sudah mempengaruhi kehidupa manusia, salah 

satu perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi adalah internet. 

Internet adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (networks of networks) yang 

terdiri dari jaringan-jaringan komputer (computer networks) yaitu E-commerce 

sudah meliputi seluruh spektrum komersial seperti financial-technology(fintech).
5
 

Financial Technology  adalah bisnis yang bertujuan menyediakan jasa 

keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Jika kita 

lihat sekarang, fintech di Indonesia terdiri dari banyak jenis. Diantaranya bergerak 

dalam bidang pembayaran, peminjaman, investasi ritel, perencanaan keuangan, 

remitansi, pembiayaan, hingga riset keuangan. Berikut adalah beberapa contoh 

Jenis Fintech di Indonesia beserta contoh produknya: 

a. Startup Pembayaran, contoh Produk : DOKU; 

                                                 
4 Ibid., hlm. 15. 
5
Niniek Suparni, CYBERSPACE  Problem dan Antisipasi Pengaruhnya, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009, hlm. 30. 
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b. Investasi, contoh Produk : IPOTFund; 

c. Peminjaman, contoh : Temanusaha.com; 

d. Riset Keuangan, contoh : Infovesta.com. 

Dengan adanya mereka, kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan 

dan juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan keuangan.Sistem yang dikembangkan oleh fintech yang relative 

masih baru, tak boleh sampai menganggu sistem Bank termasuk dalam sisi 

keamanan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukannya Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sebagai perantara Bank dan fintech.
6
 

Namun, karena fintech masih terus berinovasi sehingg membut regulasinya 

masih belum matang, termasuk mengenai perjanjian yang akan dilaksanakan. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau 

dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
7
 Suatu 

perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan 

menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, 

pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha 

dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.
8
 Perjanjian atau verbintenis 

mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 

                                                 
6
Fintech Indonesia and Daily Social.id. Indonesia Fintech Report 2016 dikunjungi pada 

tanggal 4 Maret 2018 

 
7
WirjonoProdjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung :Mandar Maju, 2000, hlm. 

4.
 

 
8
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1992, 

hlm.93.
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(dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk 

memperoleh  prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi 

prestasi.
9
 

Dari  pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi 

wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (rechsbetrekking) yang 

menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (persoon) atau lebih yang 

memberi hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu 

prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum (rechsbetrekking) yang oleh hukum 

itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian 

mengandung hubungan hukum antara perorangan/persoon adalah hubungan yang 

terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur 

dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai 

suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 

(satu) orang atau lebih.
10

 Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan 

dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian 

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
11

 

                                                 
 

9
M. YahyaHarahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, hlm. 6.

 

 
10

Wirjono Prodjodikoro, 1996, hlm. 52.
 

 
11

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta :Kencana Prenada 

Media Group, 2004, hlm. 1.
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Perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) yang telah 

dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, 

pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan 

mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam 

pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang 

berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu 

sangat diperlukan.
12

 

Kemudian  kredit  merupakan  perjanjian  pinjam-meminjam uang antara 

bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan Pasal 1754 

KUH Perdata, yang berbunyi:  

“Pinjam meminjam  ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 

memberikan  kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan  sejumlah yang sama dari macam dan 

keadaan  yang sama pula.”  

 

Ketentuan  tersebut menjelaskan tentang pengertian dari perjanjian pinjam 

pengganti, yang dalam praktek keseharian sering disebut dengan perjanjian pinjam 

meminjam. 

Kemudian mengenai kredit yang sesuai kesepakatan antara kedua belah 

pihak, bank percaya untuk memberikan kredit kepada debitur, kemudian debitur 

mempunyai kewajiban mengembalikan atau melunasi pinjaman atau kreditnya 

                                                 
6
Mariam DarusBadrulzaman, Aneka HukumBisnis, Bandung : Alumni, 1994,  hlm. 46. 
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dalam jangka waktu yang disepakati.13 Tenggang waktu antara pemberian dan 

penerimaan kembali kredit tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena 

berjalan dalam hitungan bulan atau tahun.14 Praktiknya, debitur seringkali tidak 

menepati pengembalian pinjaman sesuai waktu yang telah disepakai dengan 

berbagai alasan. Oleh karenanya, dalam rumusan perjanjian kredit ditegaskan 

mengenai kewajiban pihak peminjam atau kreditur untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu selesai disertai dengan pemberian bunga. 

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan.” 

 

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa macam jenis kreditur yang berdasarkan ada atau tidaknya 

jaminan terhadap piutang yang dipinjamkan kepada kreditur tersebut. 

Pengelompokan ini terjadi karena besarnya pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur 

untuk keperluan  kelangsungan  usahanya, dan perikatan yang telah diperjanjikan 

akan tetapi belum terlaksana.
15

 Kreditur-kreditur yang disebutkan dalam 

KUHPerdata tersebut digolongkan menjadi tiga jenis kreditur yaitu kreditur 

separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. 

                                                 
 

13
Undang-undang No. 10/1998 tentang Perubahan atasUndang-undang No. 7/1998 

tentang Perbankan.
 

 
14

M. Edy Putra T, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty, 

1989, hlm.10.
 

15
Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5. 
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Pertama ialah separatis merupaka kreditur pemegang hak jaminan berupa 

hak gadai, fidusia dan hipotik. Kreditur seperatis ini juga memperoleh hak 

pelunasan piutang pertama ini dinyatakan dalam Pasal 1133 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa: 

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak 

istimewa, dari gadai dan dari hipotik.” 

 

Yang kedua ialah kreditur preferen merupakan kreditur yang oleh undang-

undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih 

dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, 

yaitu suatu  hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang 

sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpitutang lainnya, semata-mata 

berdasarkan sifat piutangnya.
16

 Ini telah diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdata 

yang berbunyi: 

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada 

seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang 

berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.Gadai dan 

hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal 

dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.” 

 

Terakhir adalah kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pori  

passu dan pro rata, artinya para kreditu bersama-sama memperoleh pelunasan 

tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang 

masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, 

terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur 

                                                 
16

Ibid., hlm. 5. 
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konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta 

debitur tanpa ada yang didahulukan.
17

 Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 

1132 KUHPerdata. 

Berdasarkan  uraian penjelasan di atas maka dasar hukum dari Perjajian 

Kredit secara online masih memiliki kompleksitas sehingga beluum dapat terjamin 

seluruhnya hak dan kewajiban antara debitu maupun kreditur yang melakukan 

transaksi secara online. Karena apabila hal ini masih tetap berlangsung, akan 

merugikan para pihak yang melakukan perjanjian kredit secara online, sedang 

hukum harus terus berkembang sesuai dengan peningkatan teknologi agar 

terjaminan tujuan dari hukum tersebut sendiri yaitu sebagai pembatas hubungan 

para pihak. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah penelitian yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SECARA ONLINE 

SEBAGAI BAGIAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan 

uraian singkat pada latar belakang  maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Kapan  mengikatnya perjanjian kredit secara online? 

                                                 
17

Ibid. 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam  

perjanjian kredit secara online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan menganalisis kapan mengikatnya perjanjian kredit 

secara online. 

2. Mengetahui dan  menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum 

bagi para pihak dalam  perjanjian kredit secara online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberap manfaat yaitu; 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk menjelaskan dan menguraikan  mekanisme pengaturan  

perjanjian  kredit secara online. 

b) Untuk menjelaskan dan menguraikan bagi para pihak berperan 

dalam perjanjian kredit secara online. 

2.   Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pelaku 

transaksi yang sering menerapkan perjanjian kredit secara online. Sebagai 

bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan pelaku 
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transaksi bisnis khususnya dalam perjanjian kredit secara online. Dan juga 

sebagai kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam 

bidang ilmu hukum, khsususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit 

secara online. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling 

berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni : 

a. Asas konsensualisme (the principle of consensualism); dan 

b. Asas kebebasan berkontrak (principle of freedom on contract). 

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir 

pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam  

kontrak. Tetapi terkait asas konsensulisme yang menjadi masalah jika para pihak 

berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak 

berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Ada 4 (empat) teori 

yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan itu sebagi berikut:
18

 

a. Uitings Theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini 

perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan 

                                                 
 

18
AhmadiMiru, HukumKontrakdanPerancanganKontrak, Jakarta :RajawaliPers, 2013, 

hlm.32-37.
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menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah 

dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan. 

b. Verzend Theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori 

iniperjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirmkan kepada si 

penawar. 

c. Onvangs Theorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut 

teori iniperjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di 

alamat penawar. 

d. Vernemings Theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut 

teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan 

membacasurat penerimaan itu. 

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak 

membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, 

bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu 

perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai 

Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan 

tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan 

adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, 

dan keseimbangan posisi tawar (bargainingposition). Menurut Sutan Remy 

Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapatmencapai keadilan jika para pihak 
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memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang 

maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable.
19

 

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa Bargaining power 

yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapatmemaksakan kehendaknya 

kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat 

kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut 

digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan 

kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan 

bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.
20

 

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, 

prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi 

adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu 

diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki 

posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip UNIDROIT, salah satu 

pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syaratindividual dari kontrak, 

apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang 

berlebihan kepada salah satu pihak saja.
21

 Keadaan demikian didasarkan pada 2 

(dua) hal : 

                                                 
 

19
Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang 

Bagi Para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Buku I, Jakarta : Institut Bankir 

Indonesia, 1993, hlm.185.
 

 
20

Ibid.
 

 
21

TaryanaSoenandar, Prinsip-PrinsipUnidroit, Jakarta :SinarGrafika, , 2004, hlm. 37.
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a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang 

dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang 

mendesak, atau dari keborosan, ketidak tahuan, kekurang pengalaman 

atau kekurang ahlian dalam tawar menawar; 

b. Sifat dan tujuan dari kontrak. Menurut prinsip keseimbangan, salah 

satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi 

perbedaan mencolok (gross disparity) yang memberikan keuntungan 

berlebihan secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang 

berlebihan tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah 

keuntungan yang berlebihan diartikan sebagai suatu perbedaan penting 

dalam harga atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan 

dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alasan 

permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan. Oleh karena itu 

asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya 

dengan pandangan hidup bangsa. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 
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menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
22

 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
23

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian 

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan 

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan 

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan 

                                                 
22

DominikusRato,Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum ,Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 
 

23
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
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hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum 

yang buruk.
24

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
25

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
26

 

                                                 
 24

CstKansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.
 

25
RiduanSyahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya 

Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23. 

 
26

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 

Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian 

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum 

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin 

dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 
27

 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli yang  

menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto Raharjo, 

Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. 

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan 

di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat 

tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala 

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan 

                                                 
 

27
Ibid., hlm. 95. 
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kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
28

 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
29

 

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. 

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.
3
 

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat 

didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan 

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

                                                 
28

SatjiptoRaharjo, IlmuHukum , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 53. 
29

Ibid., hlm. 69. 
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Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum sesuai dengan aturanhukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  maupun  

dalam  bentuk  yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun  tidak 

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

4. Teori Kredit 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang berarti 

kepercayaan akan kebenaran, dan apabila dihubungkan dengan bank, maka 

terkandung pengertian bahwa pihak bank selaku kreditor memberikan kepercayaan 

untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor, karena debitor 

dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka 

waktu yang ditentukan. 

Mengenai istilah kredit, terdapat beberapa pengertian antara lain : 

a) R. Subekti 

“Kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit 

dari bank memang adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari 

bank”
30

 

b) Mariam Darus Badrulzaman 

Secara umum kredit diartikan sebagai “The ability to borrow on 

theopinion conceived by the lender that we will be repaid”
31

 

                                                 
30

R.Subekti, Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1. 

 
31

Mariam Darus Badrul Zaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2001, hlm. 23.

 



20 
 

 
 

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang 

berbasis pasar bunga (interest based), sedangkan dalam hukum perbankan syariah 

lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada 

keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
32

 

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pengertian yang diatur dalam Pasal 

1 angka 11 UU Perbankan: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan ataukesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberianbunga.” 

 

Ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut memberikan unsur-

unsur pokok kredit sebagai berikut : 

a. Adanya kesepakatan pinjam-meminjam; 

b. Objeknya adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

uang; 

c. Pinjaman tersebut merupakan utang; 

d. Dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu; 

e. Pembayaran pokok utang disertai bunga pinjaman. 

Sebelumnya dikatakan bahwa kredit  diberikan atas dasar kepercayaan. Hal 

ini berarti bahwa prestasi yang diberikan dapat dikembalikan oleh penerima kredit 

sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. 

 

                                                 
 

32
Abdul Ghofur Anshori dalam Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum 

Perbankan,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 264.
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum 

normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian 

Hukum Normatif atau juga disebut degan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah 

suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti 

bahan pustaka yang ada.
33 

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti 

teori – teori hukum dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berlaku di 

Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode 

penelitian  normatif  juga adalah  sebagai penelitian doktrinal (Doctrinal 

Research), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis 

maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan 

suatu perkara hukum. penelitian ini juga didukung data lapangan yang diperoleh 

melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu :
 

1. Pengguna Jasa (Konsumen); 

2. Penyedia Layanan Aplikasi 

 

 

 

                                                 
33

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang – undangan 

(statute approach). Pendekatan perundang – undangan atau statute approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan 

regulasi yang bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.34 

Untuk membahas penelitian  ini, penulis memilih melakukan pendekatan 

perundang – undangan atau statute approach dengan memeriksa peraturan 

perundang – undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitian ini juga menggunakan pedekatan konseptual atau Conceptual 

approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap 

doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum 

yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-

pandangan akan memperjelas ide-de dengan memberikan pengertian-pengertian 

                                                 
34

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hlm. 93. 



23 
 

 
 

hukum, konsep hukum maupun asas – asas hukum yang relevan dengan 

permasalahAn dalam penelitian hukum.35 

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan 

pemahaman dan penelitian pada doktrin – doktrin, pandangan – pandangan, asas – 

asas, teori – teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

bagi pengemudi serta penumpang sebagai pengguna jasa. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Selain pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, 

penelitian ini juga mengunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis 

uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundanga – undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan 

konsep bertujuan  untuk mempelajari atau melihat pandangan – pandangan dan 

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.36 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data  secara kualitatif.  Data kualitatif, yaitu data yang disajikan 

dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.
37Adapun bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari: 

 

                                                 
35

Ibid., hlm. 95. 
36

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali 

Press. 2010, hlm. 90. 
37

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Rekesarasin, Yogyakarta, 2008, hlm. 
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a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-undang Dasar 1945;
 

2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata;
 

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik.
38

;
 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen
 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 

Tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
 

8. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyeleggaraan 

Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 

9. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Financial. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara 

                                                 
38

Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, 

hlm. 13. 
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lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
39

 

 

c. Bahan HukumTersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk  

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan 

hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, 

Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian 

ini.
40

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan  data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas kepercayaan 

jual beli online melalui media elektronik perspektif KUHPerdata dan Undang-

undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun 

instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu 

alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang 

dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian 

dilakukan. 

a. Studi Lapangan 
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Studi Lapangan dengan cara memperoleh data yang berisifat primer. 

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelokasi objek penelitian dan 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi 

dan komunikasi. Peneliti akan melakukan tatap mukadengan narasumber untuk 

mengajukan suatu pertanyaan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu  tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang 

diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.41 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang 

terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara berupa informasi dan  responden  yang  kemudian dihubungkan 

dengan  literatur - literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan  dengan 

permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis 

dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.42 

6. Penarikan Kesimpulan 

                                                 
 

41
Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji.Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, CV Rajawali, 

2009, hlm. 13.
 

 
42

Ibid. 
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Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data – data 

yang diperoleh baik diperoleh melalui studi kepustakaan maupun diperoleh dari 

hasil data lapangan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan 

mengunakan metode deduktif  yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data–  

data yang bersifat umum ke data – data yang bersifat khusus. 43 

                                                 
43 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 202. 
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